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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penganggaran dana pendidikan dan kesehatan dalam
perspektif akuntabilitas legal di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan menanalisis laporan
kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kurun waktu tahun 2014 hingga tahun
2017. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul
belum bisa melaksanakan akuntabilitas legal pada alokasi anggaran pendidikan. Akan
tetapi dalam alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mampu
melaksanakan dengan baik. Selain itu penulis juga beranggapan bahwa evaluasi yang
dilakukan oleh Mendagri hanya bersifat formalitas dalam rangka menitipkan
kepentingan pusat kepada daerah. Penulis merekomendasikan dalam penganggaran
dana pendidikan dan kesehatan harus proporsionis dan seimbang agar tercapainya
tujuan serta akuntabilitas di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Legal Accountability, Education Budget, Helth Budget, Bantul

A.  PENDAHULUAN

Semenjak era reformasi pada tahun  kinerja  sebuah  instansi  pemerintah
1999, pemerintah  Indonesia mulai (Darwanis & Chairunnisa, 2013). Di
melakukan penerapan secara perlahan- Indonesia sistem pengukuran Kinerja

lahan konsep New Public Management
(NPM) (Ahyaruddin & Akbar, 2018;
Nethonzhe & Shikha, 2017). Konsep
reformasi sektor publik yang ditawarkan
oleh NPM dianggap dapat meningkatkan
efesiensi serta responsive lembaga publik
(Ahyaruddin & Akbar, 2018; Christensen,
2014). Selanjutnya pengukuran kinerja
merupakan salah satu hal penting dalam
manajemen  lembaga  publik  untuk
mengukur fungsi keberadaan lembaga
tersebut (Soemardi, 2013).

Akuntabilitas
masyarakat
pertanggungjawaban

memungkinkan
menilai
atas

untuk
pemerintah

pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) (Ahyaruddin &
Akbar, 2018; Darwanis & Chairunnisa,
2013). Hal itu merupakan bentuk komitmen
pemerintah untuk mendukung reformasi
birokrasi (Ahyaruddin & Akbar, 2018).
Selain itu pengukuran kinerja bermanfaat

bagi para pengambil keputusaan untuk
memonitor dan memperbaiki  kinerja
organisasi  (Novatiani  etal,  2019;

Riantiarno & Azlina, 2011).
Selain itu salah satu amanat dari
Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang LAKIP
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adalah dilaksanakannya Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
disemua tingkatan pemerintah (Sofyani &
Akbar, 2013). Menurut (Novatiani et al.,
2019) LAKIP merupakan sebuah sistem
yang berisikan informasi yang menjadi
tolak ukur dalam mencapai suatu kinerja
program atau kegiatan terhadap sasaran
yang telah direncanakan. LAKIP dibentuk
karena meningkatnya tuntutan masyarakat
kepada pemerintah untuk menyediakan
penyelenggaraan pemerintahanyang baik

dan bersih serta mendorong untuk
mengembangkan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, tepat,

teratur, dan efektif (Riantiarno & Azlina,
2011). Selanjutnya (Azizal et.al, 2015)
menyatakan bahwa akuntabilitas di sektor
publik adalah masalah yang sangat penting
karena dapat menyebabkan kegagalan
dalam tata kelola, penipuan,
ketidakefisienan, korupsi serta manajemen
keuangan yang lemah. Kinerja akuntabilitas
dalam sekotor publik akan lebih sulit di
karenakan kebutuhan kelompok-kelompok
pemilih lebih beragam dan dipolitisasi
(Model, 2012). Pada penelitian yang
dilakukan oleh (Ahyaruddin & Akbar,
2018) menunjukkan bahwa isomorfisme
atau tekanan dari pihak lain ada dalam
penerapan sistem pengukuran kinerja dan
akuntabilitas dalam organisasi  sektor
publik.

Akuntabilitas ~ anggaran  masih
merupakan titik lemah dalam sistem politik
dan sistem administrasi publik di Indonesia
(Kumorotomo, 2011). Konstitusi Indonesia
yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) telah mengamanatkan bahwasannya
setiap warga negara memiliki hak untuk
mendapatkan pendidikan yang layak.
Dalam pembiayaannya pemerintah
berkewajiban untuk mengakomodir dalam
pelaksanaan pendidikan dasar. Selain itu

warga negara juga berhak untuk
memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Penelitian yang dilakukan oleh Lengkong
etal, (2019) menyebutkan  bahwa
pengalokasian anggaran pendidikan dan
kesehatan nantinya akan mempengaruhi
indeks pembangunan manusia. Penelitian
lainnya yang dilakukan oleh Hasanah
(2011) terkait kebijakan pemerintah Kota
Pontiank dalam hal penganggaran dana
pendidikan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
pendidikan Nasional menyatakan bahwa
tidak maksimalnya penganggaran dana
pendidikan dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti adanya indikasi politisasi
dalam penyusunana APBD serta adanya
multi tafsir terhadap alokasi 20% dana
pendidikan.

Penelitian ~ ini  akan  melihat
bagaimana penganggaran dana pendidikan
dan kesehatan di Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bantul dalam  perspektif
akuntabilitas legal. Dalam hal
pengganggaran akan melihat dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bantul serta Laporan Kinerja
Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul
dalam kurun waktu tahun 2014-2017.

Sebelumnya kondisi penganggaran
dana pendidikan yang Kabupaten Bantu
hingga tahun 2016 tidak mencapai patokan
legal yang telah ditetapkan sebesar 20%
dari porsi ABPD. Hal tersebut sejalan
dengan pendapat (Kumorotomo, 2011)
yang menyatakan bahwa masalah APBD
belum sepenuhnya efektif dan patuh dalam
upaya membangun daerah. Misalnya,
kewajiban anggaran untuk pendidikan
sebesar 20% dari postur anggaran serta
postur anggaran 10 % untuk kesehatan.
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Selain itu pemerintah Kabupaten
pada alokasi anggaran 2017 akan menaikan
pos anggaran pendidikan dan kesehatan
serta kesejahteraan mencapai angka 50%.
Komitemen pemerintah kabupate Bantul
dengan menaikan post anggaran tersebut
menjadi state of art dari penelitian ini.
Penelitian ini mencoba melihat apakah
penggangaran dana pendidikan  dan
kesehatan telah sesuai dengan regulasi yang
telah di tetapkan. Berdasarkan fenomena
tersebut, maka penulis merumuskan
research question dalam penelitian ini
adalah “Bagaimana penganggaran dana
pendidikan dan kesehatan di tinjau dari
perspektif akuntabilitas legal di Pemerintah
Kabupaten Bantul?”

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemerintahan merupakan sebuah
istilah yang digunakan dalam ilmu politik,
manajemen dan ekonomi untuk
mendeskripsikan sebuah persepsi berkaitan
dengan metode tata kelola yang hirarki
(Model, 2012; Bevir, 2009). Untuk melihat
kewenangan kontrol dalam  konteks
pemerintahan dibuat istilah tata kelola
sektor publik (Model, 2012). Tata kelola
sektor publik merupakan serangkaian
kontrol eksternal oleh pemerintah yang
menyangkut tujuan politik, ekonomi, sosial,
dan pertanggungjawaban yang berdampak
pada kebijakan dalam rangka peningkatan
masyarakat (International Federation of
Accountant, 2001; Model, 2012).

Menurut Shika & Aktan (2017)
selain untuk memepertahakan nilai-nilai
New Public Management (NPM), gagasan
tata kelola pemerintahan yang baik muncul
sebagai permulaan normatif dari prinsip,
nilai dan etika untuk mewujudkan tindakan
pemerintahan. World Bank mendefinisikan
tata pemerintahan yang baik sebagai suatu
cara yang dilakuan pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya ekonomi dan
sosial suatu negara untuk pembangunan
(International Federation of Accountant,
2001; Nethonzhe & Shikha, 2017; Shika &
Aktan, 2017). Selanjutnya United Nations
Development  Programme’s  (UNDP)
menyatakan bahwa tata kelola memiliki tiga
dimensi vyaitu tata kelola ekonomi
mencakup proses pengambilan keputusan
yang memengaruhi aktivitas ekonomi suatu
negara dan hubungannya dengan ekonomi
lain, tata kelola pemerintahan politik adalah
proses pengambilan keputusan untuk
merumuskan kebijakan, dan tata kelola
administratif adalah sistem implementasi
kebijakan (Elahi, 2009). Agenda dari tata
kelola yang baik adalah menekankan
kepada penerapan pemerintahan yang
transparan, akuntabel, efisien, berkeadilan,
partisipatif, dan kepemilikan (Elahi, 2009;
International Federation of Accountant,
2001; Nethonzhe & Shikha, 2017; Shika &
Aktan, 2017).

Akuntabilitas adalah bentuk
pertanggungjawaban yang mengacu untuk
apa dan kepada siapa pertanggung jawaban
tersebut diberikan, akuntabilitas juga
dipahami sebagai kewajiban pemegang
kepercayaan untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan  dan
melaporkan semua kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak yang
memberikan  kepercayaan  (Kohotami,
2017). Kumorotomo (2005) mengartikan
akuntabilitas  sebagai  ukuran  yang
menunjukkan apakah aktivitas birokrasi
publik atau pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah telah sesuai dengan nilai-nilai
dan norma yang dianut oleh rakyat serta
apakah pelayanan publik tersebut mampu
mengakomodasi kebutuhan rakyat yang
sesungguhnya.

Sektor publik secara keseluruhan
perlu ditransformasikan menjadi sektor
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yang andal dan efisien dengan memastikan
akuntabilitas yang tepat dan sistem
penilaian yang tepat pula (Azizal et al.,
2015; Jamaliah Md & Mahmudul, 2015;
Said & Alam, 2015). Salah satu cara untuk
meningkatkan kualitas akuntabilitas adalah
dengan meningkatkan partisipasi
masyarakat sebagai auditor (Monfardini,
2010). Memastikan akuntabilitas di sektor
publik adalah masalah yang sangat penting
karena dapat menyebabkan kegagalan
dalam tata kelola, penipuan, Kketidak
efisienan, Kkorupsi serta manajemen
keuangan yang lemah (Said & Alam, 2015).

Akuntabilitas sektor publik terbagi
menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal dan
horizontal. Akuntabilitas vertikal berkaitan
dengan pertanggungjawaban dana kepada
otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas

horizontal ~ yakni  berkaitan  dengan
pertanggungjawaban yang disampaikan
kepada  publik  (Kohotami, 2017).

Selanjutnya akuntabilitas sektor publik
akan mempengaruhi hubungan horizontal
pemerintah dan masyarakat (Kohotami,
2017). Selain itu akuntabilitas memiliki tiga
fungsi yaitu sebagai kontrol, jaminan, dan
peningkatan atau pembelajaran yang
berkelanjutan (Lindquist & Huse, 2017).
Selanjutnya Azizal et al (2015) berpendapat
ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi
akuntabilitas yaitu sistem integritas, sistem
kontrol internal dan kualitas
kepemimpinan. Pendapat berbeda
dikemukakan oleh Peters (2014) dengan
meletakkan ~ empat  istrumen  dari
akuntabilitas yaitu hierarki, mutualitas,
kompetisi, dan  kecakapan.  Untuk
membedakan antara tanggung jawab
pribadi dan kolektif Brown (2013)
mengidentifikasi empat ruang akuntabilitas
dilasanakan atara lain kebijakan (ruang
tengah), pemberian layanan (ruang depan),
layanan perusahaan (ruang belakang), dan

iklan dan komunikasi. Sesuai dengan
karateristik good governance, akuntabilitas
berkenaan mengenai participation, rule of
law, transperancy, responsiveness,
consensus orientation, equality,
effectiveness and efficiency, dan strategy
vision (Elahi, 2009; Riantiarno & Azlina,
2011). Selanjutnya Moncieffe berpendapat
bahwa dalam proses akuntabilitas publik
harus memenuhi dimensi ex-post facto
accountability. Dimensi tersebut
mengartikan bahwa pejabat publik dan
lembaga negara dalam  melakukan
pertanggung jawabannya harus berdasarkan
oleh norma hukum, monitoring sistem, dan
mekanisme penilaian (appraisal
mechanism) melalui lembaga publik lain
yang independen (Baharuddin, 2015).

Dalam  mewujudkan  organisasi
publik yang akuntabel, mekanisme
akuntabilitas harus memenuhi empat
dimensi  yaitu dimensi akuntabilitas
kejujuran dan hukum, dimensi akuntabilitas
proses, dimensi akuntabilitas program dan
dimensi akintabilitas kebijakan (LAN R,
2015; Putra, 2013). Mc. Kinney dalam
bukunya yang berjudul Public
Administration: Balancing Power and
Accountability membagi beberapa jenis
akuntabilitas, yaitu: akuntabilitas fiskal,
akuntabilitas legal, akuntabilitas program,
akuntabilitas proses, akuntabilitas hasil dan
akuntabilitas berkelanjutan (Baharuddin,
2015). Selanjutnya Prasojo (2009) melihat
akuntabilitas sektor publik dari sumber
kontrol, vaitu akuntabilitas birokratik/
administratif, akuntabilitas legal,
akuntabilitas professional, dan akuntabilitas
politik.

Wijaya, A.F (2007:9) mengartikan
akuntabilitas sebagai sebuah norma dalam
hubungan antara pengambil keputusan dan
stakeholders dan para pengambil keputusan
bertanggung jawab terhadap konsekuensi
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yang timbul dari keputusan mereka dalam
semua sektor dan tingkatan. Di dalam
akuntabilitas terdapat komponen penting,

diantaranya adalah; a) pihak yang
bertanggung jawab melaksanakan
akuntabilitas; b)  pihak-pihak  yang
mempunyai  kewenangan dan  hak

menanggung gugatan pihak-pihak yang
bertanggung jawab; c) ukuran-ukuran yang
dijadikan patokan penilaian akuntabilitas,
dan d) norma atau nilai yang menjadi moral
spirit dari sistem akuntabilitas. Sejalan
dengan pandangan Dwiyanto (2006:22)
akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan
pelayanan publik adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa besar tingkat
kesesuaian penyelenggaraan pelayanan
dengan ukuran nilai-nilai atau norma
eksternal yang ada di masyarakat atau yang
dimiliki oleh para stakeholders. Menurut
Jabbra dan Dwivedi (1989:77),
akuntabilitas harus dapat
diimplementasikan sebagai suatu kebijakan
yang strategis. Oleh karena itu, untuk
menjamin  adanya kepatuhan aparat
pemerintah dalam menjalankan tugasnya
perlu memahami dan menerapkan lima
akuntabilitas; yaitu moral, administratif,
profesional, legal dan politik.

Sedangkan  (Baharuddin, 2015)
mengemukakan bahwasannya akuntabilitas
legal merupakan akuntabilitas hukum dan
peraturan yang menekankan  jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan lain dengan menggunakan sarana

seperti  konstitusi, peraturan-peraturan
teknis, dan delegasi kewenangan formal.
Secara sederhana LAN RI (2015)

mendefinisikan accountability for probity
and legality sebagai akuntabilitas yang
terkait dengan kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan yang diterapkan. Selanjutnya
Mardiasmo melihat akuntabilitas hukum
dari  perspektif  pemberian  jaminan

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
lain yang disyaratkan dalam penggunaan
sumber dana publik (Putra, 2013). Dalam
perspektif hukum, penegakan hukum
termasuk di dalamnya adalah penjamainan
terhadap penegakan hukum memiliki tujuan
utama yaitu penegakan keadilan atas hak
masyarakat (Arif Fakhrulloh, 2005).
Penelitian yang dilakukan oleh
Hasanah  (2011) terkait  kebijakan
pemerintah Kota Pontianak dalam hal
penganggaran dana pendidikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem pendidikan Nasional
dianggap dapat membantu penulis dalam
penyusunan penelitian ini. Faktor pertama
adalah terdapat indikasi praktik politisasi
oleh DPRD dan pemerintah daerah dalam
penyusunan APBD. Maksud dari politisasi
adalah keputusan mutlak terdapat pada
kesepakatan antara pemerintah daerah dan
DPRD. Faktor kedua adalah terdapat
perbedaan penafsiran hukum terkait dengan

20% dana pendidikan. Ada yang
berpendapat 20% dana pendidikan
merupakan akumulasi  dari setiap

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
melaksanakan kegiatan terkait pendidikan,
semisal Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan
Umum dan lainnya. Pendapat lainnya
adalah bahwa anggaran tersebut merupakan
20% dari anggaran Dinas Pendidikan, dan
anggapan terakhir adalah akumulasi
anggaran dari pemerintah daerah dan
kementerian agama lewat instansi
pendidikan  di  bawah  naungannya
(Hasanah, 2011).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Menurut Moleong
metode  kualitatif meliputi  observasi
dokumen,  wawancara, atau  studi
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(Yulindaningtyas, 2015). Beberapa alasan
dalam penulisan ini menggunakan metode
kualitatif diantaranya disebabkan oleh:
Pertama, ketika berhadapan dengan realitas
majemuk, menyesuaikan metode kualitatif
lebih mudah. Kedua, metode ini secara
langsung menyajikan sifat hubungan
peneliti-responden. Ketiga, metode ini lebih
sensitif dan mudah beradaptasi dengan
banyak efek penajaman pengaruh timbal
balik pada pola nilai yang telah ditemukan.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada
Pemerintah Kabupaten Bantul alasannya
karena pendidikan dan kesehatan masuk
kedalam program prioritas Pemerintah Kota
Bantul. Dalam penelitian kualitatif, data
dikumpulkan dengan menggunakan
beberapa metode, yang penggunaannya
disesuaikan dengan jenis dan sifat yang
diperolen untuk membuat data yang
diperoleh benar-benar objektif. Metode
pengumpulan data dibagi menjadi tiga jenis
dasar penelitian kualitatif, yaitu: dengan
wawancara, observasi dan kepustakaan,
tetapi dalam penelitian ini  hanya
menggunakan teknik kepustakaan. Studi
pustaka atau kepustakaan merupakan
serangkaian kegiatan berkaitan metode
pengumpulan  data  secara  pustaka,
membaca dan mencatat serta mengolah
bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Studi
kepustakaan  merupakan studi  yang
digunakan untuk mengumpulkan informasi
serta data dengan berbagai macam material
pustaka, seperti dokumen, makalah, buku,
majalah, penelitian terdahulu, kisah-kisah
sejarah dan lainnya (Mirzagon & Purwoko,
2015).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas yang dikemukakan
olen Malena et al (2004) bahwa
akuntabilitas sebagai kewajiban dari
pemegang kekuasaan untuk menjelaskan

atau bertanggungjawab atas tindakan yang
mereka lakukan. Selanjutnya Kumorotomo
(2005) menyatakan bahwa akuntabilitas
menjawab pertanyaan apakah aktivitas
birokrasi publik sesuai dengan norma dan
nilai yang dianut oleh masyarakat serta
apakah  pelayanan  publik  tersebut
mengakomodasi kebutuhan rakyat
sesungguhnya.  Meninjau  pemerintah
sebagai aktor yang penyedia pelayanan
publik, sepantasnya bahwasanya
pemerintah bertindak sebagai distributor
kesejahteraan masyarakat (Warner, 2017).
Hal ini dilakukan agar pemerintah selaku
pemegang amanah rakyat (Budiardjo,
2014), secara mutlak harus memenuhi hak-
hak masyarakat untuk menimbulkan trust
terhadap kinerja pemerintah (Dillard,
2015). Dalam konteks Pemerintah
Kabupaten Bantul memperoleh tren positif
terkait pendapatan pendapatan daerah.
Jumlah pendapatan daerah adalah hasil
akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan, dan pendapatan
derah lainnya yang sah. Pada tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh
pendapatan daerah sebesar
Rp.1.733.247.144.497 dan meningkat pada
tahun 2015 menjadi Rp. 1.914.059.443.086,
tahun 2016 Rp. 2.092.586.355.760, serta
Rp. 2.095.073.460.546 pada tahun 2017.
Namun yang menjadi pokok pembahsan
bukan bagaimana Pemerintah Kabupaten

Bantul mendapatkan angka tersebut,
melainkan bagaimana Pemerintah
Kabupaten Bantul mengalokasikan

anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Undang-Undang Dasar 1945 secara
tegas menjamin hak-hak masyarakat
Indonesia beberapa diantaranya adalah hak
untuk  memperoleh  pendidikan  dan
kesehatan yang layak. Selanjutnya UUD
1945 mewajibkan pemerintah  untuk
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mengalokasikan anggaran APBN ataupun
APBD sekurang-kurangnya 20 persen
untuk penyelenggaraan pendidikan
nasional. Secara spesifik di tuangkan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendididikan Nasional (UU
Pendidikan Nasional) Pasal 49 Ayat 1 yang
menyatakan dana pendidikan selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan dari APBN dan APBD pada

sektor pendidikan miniman 20 persen. Pada
sektor  kesehatan  pemerintah  wajib
mengalokasikan minimal sebesar 5 persen
berasal dari APBN dan 10 persen dari
APBD di luar pembayaran gaji. Aturan
tersebut tertuang pada Pasal 171 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan.

Gambar 1
Pengalokasian Dana Pendidikan Pemkab Bantul

271.719:431.971

199.242.847.732
153.897.559.023

352.350.140.199
327°332.266.677

285,912.192.933

B | 753 887.980-48%7 72.476.584.239 66.437.974.266
2014 2015 2016 2017
Sumber: Data Diolah Penulis (2019)
Dari gambar 1 di atas dapat dilihat mencapai 7,3% dari total pendapatan

bahwa naiknya pendapatan daerah
nampaknya tidak selaras dengan kenaikan
alokasi anggaran pendidikan. Pada tahun
2014 Pemerintah Kabupaten Bantul hanya
mampu menganggarkan sebesar 4,5% dari
total pendapatan daerah. Tahun selanjutnya
justru penganggaran 2015 dan 2016
terdapat penurunan anggaran.
Prosentasenya sangat memperihatinkan,
hanya mampu mengalokasikan 3,78% pada
2015 dan 3,17 ditahun 2016. Tahun 2017
alokasi anggaran pendidikan mengalami
peningkatan yang tidak begitu signifikan,
prosentasenya belum bisa menembus
setengah dari prosentase ideal. Prosentase
yang dialokasikan pada tahun 2017 hanya

daerah Kabupaten Bantul. Ironinya adalah
alokasi anggaran pendidikan Pemerintah
Kabupaten Bantul dalam kurun waktu
2014-2017 jika dirata-ratakan angkanya
tidak melampaui seperempat dari amanat
Undang-Undang Pendidikan yaitu 20
persen dari anggaran APBD. Angka
prosentase rata-rata dari alokasi anggaran
pendidikan dalam kurun waktu empat tahun
hanya mencapai 4,68% saja. Selisih alokasi
anggaran dengan alokasi seharusnya dapat
mencapai rata-rata lima kalil ipat. Padahal
peningkatan mutu pendidikan merupakan
sasaran  strategis dari  Pemerintah
Kabupaten Bantul.

Berbeda dengan alokasi anggaran
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kesehatan, tabel 2  memperlihatkan
bagaimana penganggaran dana kesehatan
akan  secara  kolektif ~ mengalami
peningkatana yang cukup baik. Pada tahun
2014 Pemerintah Kabupaten Bantul hanya
mampu mengalokasikan anggaran sebesar
8,87%. Seiring dengan peningkatan
pendapatan daerah alokasi dana kesehatan
meningkat cukup signifikan. Pada tahun
2015 Pemerintah Kabupaten Bantul mampu
mengalokasikan 14,19% dan pada tahun

2016 sebesar 16,83% dari anggaran
pendapat daerah. Namun pada tahun 2017
mengalami penurunan anggaran, akan
tetapi masih melampaui jumlah presentase
yang telah diamanatakan oleh Undang-
Undang Kesehatan, prosentase yang
dianggarkan sebesar 15,62%. Walaupun
sama-sama menjadi sasaran strategis,
nampaknya Pemerintah Kabupaten Bantul
lebih terfokus kepada sektor kesehatan.

Gambar 2
Pengalokasian Dana Kesehatan Pemkab Bantul

271.719.431.971

352.350.140.199

A\ 327.332.266.677
/

\ 285.912.192.933
199.242.847.732 . 5
174 386365499
153.897.559.023
75.&)%?5%&&&7 72.476.584,239 66.437.974.266
2014 2015 2016 2017

Sumber: Data Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan gambar 3 di atas dapat
dilihat bahwa pengalokasian anggaran
antara bidang Pendidikan dan Kesehatan
setiap tahunnya terdapat selisih (gap) yang
cukup besar. Gap tersebut tiap tahun
mengalami  peningkatan yang cukup
signifikan, kecuali pada tahun 2017. Pada
tahun 2014 gap yang dihasilkan adalah
hampir mencapai angka alokasi anggaran
pendidikan, atau bisa dikatakan
pengalokasian anggaran kesehatan pada
tahun 2014 mencapai dua kali lipat dari
alokasi anggaran pendidikan. Di tahun 2015
gap tersebut meningkat lebih dari 2.5%.

Sama halnya dengan tahun sebelumnya,
pada tahun 2016 gap anggaran tersebut
mencapai 4,3% dari alokasi anggaran
pendidikan. Hal ini dirasa cukup fantastis
mengingat kedua sektor ini merupakan
prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul,
akan tetapi gap yang dihasilkan dari
perbandingan kedua sektor ini cukup besar.
Pada tahun 2017 alokasi anggaran
pendidikan mengalami peningkatan dan
alokasi anggaran kesehatan mengalami
penurunan yang begitu signifikan, sehingga
gap anggaran menurun namun masih
diangka yang cukup besar.
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Gambar 3
Gap Pengalokasian Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
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Sumber: Data Diolah Penulis (2019)

Dari gambar 3 di atas penulis
memberikan argumen dalam perspektif
akuntabilitas legal, Pemerintah Kabupaten
Bantul belum mampu untuk melaksanakan
prinsip akuntabilitas dalam penganggaran
dana  pendidikan. Namun dalam
melaksanakan prinsip akuntabilitas pada
alokasi anggaran kesehatan Pemerintah
Kabupaten Bantul telah melaksanakan
dengan baik. Dengan demikian, seharusnya
pemerintah  dapat menjamin  dalam
penganggaran dana publik agar taat kepada
konstitusi atau aturan yang berlaku lainnya
(Baharuddin, 2015; Putra, 2013). Karena
pada dasarnya salah satu indikator dari
akuntabilitas adalah ketaatan kepada
hukum (Elahi, 2009; Riantiarno & Azlina,
2011).

Selanjutnya akuntabilitas  sektor
publik akan mempengaruhi hubungan
horizontal pemerintah dan masyarakat
(Kohotami, 2017). Penelitian  yang
dilakukan oleh Lengkong et.al, (2019)
menyebutkana bahwa pengalokasian
anggaran pendidikan dan kesehatan yang

akan  berpengaruh  terhadap  indeks
pembangunan manusia. Seharusnya jika
menginginkan kemampuan sumber daya
manusia yang semakin baik haruslah
berinvestasi pada bidang pendidikan
maupun pada bidang kesehatan. Sehingga
keseimbangan pengalokasian seharusnya
tetap terkontrol, hal ini bertujuan agar tidak
terjadi  ketimpangan dalam  rangka
peningkatan kemampuan sumber daya
manusia.

Gap anggaran yang terlalu besar
antara alokasi anggaran pendidikan dan
kesehatan juga nampaknya menjadi salah
satu sorotan. Sehingga keseimbangan
pengalokasian seharusnya tetap terkontrol,
hal ini bertujuan agar tidak terjadi
ketimpangan dalam rangka peningkatan
kemampuan suber daya manusia. Seperti
yang disampaikan oleh Azizal et al, (2015)
bahwa jika  sektor publik  tidak
melaksanakan prinsip akuntabilitas akan
menyebabkan kegagalan dalam tata kelola,
penipuan, ketidakefisienan, korupsi serta
manajemen keuangan yang lemah. Dalam
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konteks pengalokasian anggaran
pendidikan Pemerintah Kabupaten Bantul
yang secara legal tidak melaksanakan prisip
akuntabilitas  terbukti  mengakibatkan
manajemen keuangan yang lemah. Terlihat
dari gap anggaran yang dihasilkan dari
perbandingan kedua bidang tersebut.
Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
setiap tahun terkait dengan pedoman
penyusunan APBD. Dalam setiap pedoman
tersebut menyatakan bahwa setelah
mendapat persetujuan antaran Pemerintah
Daerah dan DPRD, maka dokumen APBD
disampaikan paling lambat 3 hari kerja
kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur
untuk dievaluasi. Pada bagian ini penulis
memberikan kritik (masukan) bagaimana

substansi dari evaluasi APBD yang
dilasanakan oleh Mendagri/Gubernur tidak
berjalan  sesuai dengan  semestinya.

Idealnya bahwa ketika telah melaksanakan
evaluasi terhadap APBD, maka struktur
penganggaran juga akan terlaksana sesuai
dengan amanat aturan yang berlaku lainnya.
Hal ini  menandakan  bahwasanya
pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh
Mendagri tidak mengindahkan prinsip
akuntabilitas  secara  legal.  Penulis
berpendapat bahwasanya proses evaluasi
yang dilakukan oleh Mendagri hanya sebgai
proses penyamaan kepentingan atau bisa
jadi sebagai proses penitipan kepentingan
pusat di daerah. Selaras dengan penelitian
yang dilakuakn oleh Ahyaruddin & Akbar,
(2018) menunjukkan bahwa isomorfisme
atau tekanan dari pihak lain ada dalam
penerapan sistem pengukuran kinerja dan

akuntabilitas dalam organisasi  sektor
publik.

Selain itu penulis bependapat terjadi
ketimpangan anggaran pendidikan
disebakan sebagian kewenangan

pengelolaan pendidikan yang sebelumnya

menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten/kota telah diserahkan kepada
pemerintah provinsi. Kebijakan tersebut
tentunya akan  mempengaruhi  pos
penganggaran bidang pendidikan di tingkat
provinsi, seperti pemberian insentif guru
honorer, Bantuan Operasional Pendidikan,
Bantuan Operasioana Sekolah Daerah
Provinsi. Pos-pos anggaran tersebut
memang menjadi penopang anggaran
pendidikan di kabupaten dan kota. Bisa jadi
hal ini yang menjadikan pemerintah
kabupaten Bantul tidak menganggarkan
anggaran pendidikan sebesar 20%. Namun
hal ini memerluka penelitian yang lebih
mendalam kedepannya, untuk itu penulis
merekomendasikan para peneliti
senaljutnya untuk meneliti lebih mendalam
terkai hal ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Akuntabilitas legal merupakan
akuntabilitas hukum dan peraturan yang
menekankan jaminan adanya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan lain dengan
menggunakan sarana seperti konstitusi,
peraturan-peraturan teknis, dan delegasi
kewenangan formal. Selanjutnya
akuntabilitas diperlukan untuk menghindari
terjadinya kegagalan dalam tata kelola,
penipuan, ketidakefisienan, korupsi serta
manajemen keuangan yang lemah. Melihat
yang fenomena yang terjadi di Pemerintah
Kabupaten Bantul bahwasanya dalam
pelaksanaan akuntabilitas legal pada
alokasi anggaran kesehatan dapat dikatakan
bahwa telah terbilang baik. Dalam kurun
tahun 2014-2017, secara keseluruhan sudah
dikatakan baik meski pada tahun 2017
belum dapat melaksanakan penganggaran
dana kesehatan sesuai dengan peraturan
yang berlaku yaitu 10% dari pendapatan
daerah.
Dalam

bidang pendidikan
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Pemerintah Kabupaten Bantul belum
mampu untuk merealisasikan 20% alokasi

anggaran pendidikan  sesuai  dengan
pearturan yang berlaku. Ironisnya dalam
kurun waktu empat tahun rata-rata

prosentase hanya mencapai 4,3 persen saja.
Selain itu gap anggaran yang dihasilkan dari
perbandingan alokasi anggaran pendidikan
dan kesehatan terlihat sangat jauh sekali.
Hal ini membuktikan bahwa ketika tidak
melaksanakan prinsip akuntabilitas akan
berdampak pada manajemen keuangan
yang lemah.

Selain itu penulis juga berpendapat
bahwasanya evaluasi yang dilakukan oleh
Medagri terkait APBD masih bersifat
formalitas. Karena pada  dasarnya
penerapan sistem pengukuran kinerja dan
akuntabilitas akan dipengaruhi oleh tekanan
dari pihak lain. Agenda untuk menitipkan
kepentingan pusat di daerah bisa menjadi
salah satu faktor tidak terpenuhinya
penganggaran  ideal dalam  sektor
pendidikan dan kesahatan. Selanjutnya
penulis merekomendasikan dalam
penyusunan anggaran harus proposional
dan seimbang. Karena pada dasarnya aturan
dibuat untuk menegakan keadilan dan hak
masyarakat. Selain itu seharusnya jika
menginginkan kemampuan sumber daya
manusia yang semakin baik haruslah
berinvestasi pada bidang pendidikan
maupun pada bidang kesehatan. Atas dasar
hal tersebut sehingga diperlukannya
keseimbangan antara angaran pendidikan
dan kesehatan.

Dari hasil penelitaian di atas, penulis
memberikan rekomendasi dalam perspektif
akuntabilitas legal bahwasanya Pemerintah
Kabupaten Bantul harus lebih
meningkatkan akuntabilitas baik secara
vertikal maupun horizontal, terutama dalam
akuntabilitas Pendidikan. Besaran anggaran
sebanayak 20% harus dimanfaatkan dengan

maksimal agar masyarakat dapat merasakan
hasilnya secara nyata. Dalam sektor
Kesehatan, secara keseluruhan telah
berhasil dilakukan dengan baik, meski pada
tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul
belum berhasil untuk mencapai angka 10%
dari peraturan yang berlaku. Hal yang dapat
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Bantul ialah dengan  meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bantul agar dapat merancang anggaran dan
memanfaatkannya sesuai dengan sasaran
yang diharapkan.
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